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PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPAT] BANYUMAS,

a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan

pembangunan dan pertumbuhan perskonomian di
Kabupaten Banyumas, diperlukan sistem lalu lintas
dan anglowan jalan yang handal, selamar, lancar,
tertib, aman, myaman, berdaya dan berhasil guna;

. bahwa sistem lalu lintas dan angkutan jalan perlu

diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua
komponen lalu lintas dan angkutan jalan ke dalam
satu kesatnan yang mencakup scluruh kebijakan
Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan
kewenangan yang ada sesuai dengan ketenuan
peraturan perudang-undangan yang berlaku;

. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di

atas, maka Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas.
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Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993
tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993
Nomor 60, Tamhahan [ smbaran Negara Republik
Indonesia Momor 3528);

Peramiran Pemerintah Nomor 43 Tahun (993
tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63,
Tambahan lembaran Negara Repuhlik Indonesia
Nomor 3519); -

Peraruran Pemerintah Nomor 44 Tihun 1993
tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3530);

Peramran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi Sebagai Dasrah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor 54,
Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3953);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang
Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai
Penyidik Pada Pemerintah Kabupaien Daerah
Tingkat I Banvumas (L embaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Banyumas Thhun 1986 Nomor 5
Seri D).



Menetapkan :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.

3.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

Bupati adalah Bupati Banyumas.

Dinas/Badan/Instansi adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten
DBanyumas yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dibidang
lalu lintas dan angkutan jalan.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang mcliputi perseroan
terhatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
persckutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau
serta bentuk badan usaha lainnya.
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Penguji adalah Setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan
dinyatakan lulus pendidiken dan latihan serta memiliki kualifikasi
teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang
dinyatakan dengan sertifikat yang diterbitkan olch Direktur Jendsal
Perhubungan Darar.

Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.
Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau harang dari suatu tempat
ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang
kegiaran yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk
suatu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu
lintas dan angkutan jalan.

Jalan adalah jalan yang dipergunaknn bagi lahu lintas jalan.

Bengkel UUmum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang
berfungsi membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan
bermotor agar tetap memenuhi persvaratan teknis dan laik jalan,

. Bengkel Terdaftar adalah bengkel wmum dan bengkel khusus yang

me|akukan pemeliharaan dan pencucian kendaraan bermator.

Bengkel Tertunjuk adalah bengkel umum dan bengkel khusus yang
melakukan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor untuk
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Bengkel Pelaksana adalah bengkel umum yang mendapat izin
penetapan sehagai hengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang
kendaraan bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan
teknik vang berada pada kendaraan itu.

Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda dua atan tiga tanpa
Kendaraan tidak bermotor adalah kendarsan yang digerakken oleh
tenaga orang atau hewan.

Eendaraan Umum adalzh sctiap kendaraan bermotor yang digerakkan
untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
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Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada
kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor
untuk barang yang pengangkutannya untk keperfuan khusus aran
mengangkut barang-barang khusus.

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan penguji
dan/atau memerikea bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta
gandengan, kercta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka
pemenuhan terhadap persyaratan ieknis dan laik jalan.

Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor adalah serangkaian
kegiatan memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta
gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka
pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan,

Kendaraan Wajib Uji adalah setisp kendaraan yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dinjikan untuk
menentukan kelaikan jalan.

Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan
secara berkala.

Penilaian Teknis adalah penilaian terhadap komponen kendaraan yang
akan dihapuskan dan/atau dibesituakan dalam satuan prosentace.
Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku
berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajibuji_
Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi
sehanyak-hamyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk
tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan
pengangkutan bagasi.

Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermofor vang dilengkapi lebih
dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk
pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan hagasi.

Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil
penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
Angkutan Antar Kota Antar Propinsi adalah angkutan dari satu kota
ke kota lain yang melalui antar dacrah Kabupaten/Kota yang melalui
lebih dari saru daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum
yang terikat dalam trayek.
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Anglutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah angkutan dari kota ke
kota lain yang melalui antar dacrah Kabupaten/Kota dalam sam dzerah
Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam
trayek.

Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam
saiu dacrah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten denpan
menggunakan mobil bus umum atau mobil perumpang umum yang
terikat dalam wrayek.

Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain
dalzm sam daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota
yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan
mobil bus umum atan mobil penumpang umum yang terikat dalam
trayck.

Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan
yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan
Kabupaten atau Kota.

Angkuran Khusus adalah anglutan yang mempunyai asal dan/ztan
tujuan tetap, yang melayani antar jempul penumpang umum, antar
jempit karyawan, pemukiman dan simpul vang berbeda.

Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang
diberi tanda khusus dan dilengkapi argometar yang melayani angkutan
dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.

Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil
penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan
atau tanpa pengemudi dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus
umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus unnuk keperluan
pariwisata atau keperiuan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek,
seperti untuk keperiuan keluarga dan social lainnya.

Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan mengpunakan mobil
penumpang wmum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas
pada kawasan tertentu.
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©

(1)

Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk
mengangkut barang yang scluruh bebannya ditumpu oleh alar itu
sendin dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

Kereta Tempelan adalah suam alat yang dipergunakan untuk
mengangkut barang vang dirancang untuk ditarik dan sebagian
bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penarikannya.

Hewan penghela adalah hewan yang digunakan untuk menarik kereta.
Perusahaan Angkutan Umum adalah peruszhaan yang menyediakan

jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di

jalan.

Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat
dan menurunksn orang dan / atau harang serta mengatr kedatangan
dan pemberangkatan kendaraan umum vang merupakan wujud simpul
jaringan transportasi.

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa
angkutan orang dengan maobil bus, yang mempunyai asal dan nijuan
perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidzk berjadwal.

Pool adalah Tempat untuk istirahat kendaraan, pemeliharaan dan
perbaikan kendaraan yang dapat digunakan untuk menaikan dan
menurunkan penumpang.

Agen adalah tempat untuk pemesanan din penjualan tiket vang
berlokasi di terminal, pool dan tempat lain yang memungkinkan.

Kios adzlah bangunan yang beratap dan berdinding yang
dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.
Pedagang menetap adalah pedagang yang menempati lokasi-lokasi
yang telah ditentukan sclain kios di terminal.

BAB I1
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penvelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan Ji Kabupaten
Banyumas, berdasarkan 2zas manfaat, uwsaha bersama dan

kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum
keterpaduan, kesadaran hukum dan percaya pada diri sendiri.
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(2) Maksud diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar

(3)

(

)

hukum bagi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutzn jalan di
Kahupaten Banyumas.

Tujuan penyelenggaraan Lalu-lintas dan angkutan jalan adalah untuk
mewujudian lalu lintas dan anghkutan jalan dengan selamat, aman,
cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien mampu
memadukan moda transportasi lainnya serta menunjang pemerataan,
pertumbuhan ekonomi vang berhasil guna dan berdaya guna.

BAB I
OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 3

Obyek Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jzlan meliput
komponen sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdiri dari
prasarana, sarana, pemakai jalan, lzlu lintas dan komponen
pendukung operasional lainnya.

(2) Subyek Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melipud

(

Badan atau perorangan.

BAR IV
MANAJEMEN TRANSPORTASI JALAN
Bagian Pertama
Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan

Pasal 4

Untuk memberikan arah yang jelas terhadap pembangunan gistem lalu
lintas dan jalan yang ingin dicapai, terpadu dengan moda transportasi

lain, Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Umum Jaringan

Transportasi Jzlan.



